
BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

II.1 Sejarah Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat

Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang

Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian

Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan

Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal

49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Di Daerah. Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di

Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor:

PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal

31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan

Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau

Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat

Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan



Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

II.2 Visi dan Misi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan

Pekanbaru Selatan

II.2.1 visi dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru

Selatan

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam

Pelayanan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

II.2.2 Misi dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru

Selatan

1. Melaksanakan  tugas secara profesional dengan berpedoman pada

SOP (Standar operasional Prosedur) : job description,  job analysis  do

and don't point.

2. Memegang  teguh dan melaksanakan komitmen moral.

3. Menjadikan personal yang ber-Inisiatif Anti Korupsi  (IAK).

4. Menciptakan lingkungan  kerja yang bebas kolusi, Korupsi  dan

Nepotisme.

5. Membudayakan AK : Keterbukaan,  komunikasi, koordinasi  dan

kebersamaan  antar instansi / pejabat pelaksanaan  SAMSAT.

6. Menerapkan sistem online berbasis  IT dan mekanisme  yang  terpadu

dalam pelayanan.



7. Penyelenggaraan sistem  forensik  kepolisian,  sistem kontrol

kendaraan yang berkeselamatan  dan  jaminan  legitimasi keabsahan

kepemilikan kendaraan  bermotor.

8. Meniadakan  sistem birokrasi yang tidak relevan dengan  pelayanan.

9. Menata  lingkungan  kerja  yang kondusif.

10. Memberikan pelayanan  yang cepat, akurat, nyaman, transparan,

akuntabel,  informatif dan mudah diakses.

11. Membudayakan  sikap yang komunikatif  dan informatif  dalam

pelayanan.

12. Membangun sarana dan prasarana  yang memadai, moratif dan

modern.

II.3 Struktur Organisasi

III.3.1 Susunan Organisasi

1. Susunan UPT Pendapatan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPT Pendapatan Provinsi Riau

b. Sub bagian tata usaha

c. Seksi penerimaan pendapatan Daerah

d. Seksi Pengawasan dan Pembukuan

2. Sub bagian dan seksi dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala

seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab sebagai kepala

UPT.



III.3.2 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan

Gambar 2.1 : Bagan Struktur organisasi UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan

Sumber : UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan

II.4 Uraian Tugas

Menurut peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Nomor :

35 Tahun 2012 fungsi pokok dari tiap bagian adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah

kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab

kepada kepala dinas pendapatan.

Pasal 2

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI PENGAWASAN
DAN PEMBUKUAN

SEKSI PENERIMAAN
DAN PENDAPATAN

DAERAH



Pasal 3

Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 4

Seksi pengawasan dan pembukuan, mempunyai tugas :

Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan kepala Dinas ini mulai berlaku sejak diberlakukannya

Peraturan Gubernur Riau Nomor : 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi

Riau.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut

pembagian tugas staf akan diatur lebih lanjut dengan nota dinas kepala

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapat Provinsi Riau.


